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GLOSARIUM 

 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) : Area terbuka yang didominasi oleh vegetasi, 

baik berupa pohon, semak, hingga tanaman-

tanaman lain yang dapat menciptakan dampak 

ekologis bagi suatu wilayah 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Publik 

: Ruang terbuka hijau yang dimiliki serta 

dikelola oleh pemerintah daerah yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan publik. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Privat 

: Ruang terbuka hijau yang dimiliki serta 

dikelola oleh pihak tertentu/individu yang 

penggunaannya terbatas pada kalangan 

tertentu. 

Implementasi Kebijakan : Tahapan pelaksanaan kebijakan guna meraih 

tujuan yang telah ditentukan. 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) 

: Hasil perencanaan tata ruang pada suatu 

wilayah yang merupakan satu kesatuan 

geografis beserta unsur-unsur terkait yang 

batas maupun sistemnya ditetapkan 

berdasarkan aspek administratif.  

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) 

: Rencana anggaran tahunan pemerintah daerah 

yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 
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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK  

DI KABUPATEN BLITAR 

 

MUHAMMAD FA’IQ FIRIZNANDA 

NPM. 22041010110 

 

Ruang terbuka hijau (RTH) publik menjadi aspek krusial dalam menjaga 

keseimbangan ekologis serta menyediakan ruang sosial bagi masyarakat. 

Kewajiban penyediaan RTH publik telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur bahwa proporsi minimal 

RTH publik terhadap luas wilayah kota sebesar 20%. Ketentuan tersebut kemudian 

juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031. Meskipun demikian, 

proporsi RTH publik di Kabupaten Blitar belum dapat memenuhi ketentuan 

sebagaimana telah diamanatkan. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis 

implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam penyediaan RTH publik 

di Kabupaten Blitar, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. 

Analisis dalam penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan Van 

Meter dan Van Horn (1975) yang meliputi enam indikator. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : 1) Belum tercapainya standar dan tujuan kebijakan 

penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar, 2) Terbatasnya jumlah sumber daya 

manusia dan anggaran dalam mendukung penyediaan RTH publik di Kabupaten 

Blitar, 3) Terdapat kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi antar 

pelaksana dalam implementasi kebijakan penyediaan RTH publik di Kabupaten 

Blitar, 4) Terdapat kejelasan pembagian kewenangan meskipun belum terdapat 

struktur birokrasi secara tertulis, serta adanya pola hubungan antar pelaksana yang 

bersifat sinergis dalam implementasi kebijakan penyediaan RTH publik di 

Kabupaten Blitar, 5) Terdapat hambatan dalam aspek kondisi ekonomi dan sosial, 

meskipun kondisi politik telah menunjukkan adanya dukungan terhadap 

penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar, 6) Tingginya tingkat pemahaman, 

penerimaan, serta komitmen para pelaksana dalam mengimplementasikan 

kebijakan penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyediaan RTH Publik, Kabupaten Blitar  
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL SPATIAL PLAN POLICY 

REGARDING THE PROVISION OF PUBLIC GREEN OPEN SPACES  

IN BLITAR REGENCY 

 

MUHAMMAD FA’IQ FIRIZNANDA 

NPM. 22041010110 

 

Public Green Open Space is a crucial component in maintaining ecological balance 

and providing social spaces for the community. The obligation to provide Public 

Green Open Space is stipulated in Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning, 

which mandates that at least 20% of the total urban area must be allocated as public 

green open space. This provision is further regulated under Blitar Regency 

Regional Regulation Number 5 of 2013 on the Blitar Regency Spatial Plan 2011–

2031. However, the proportion of Public Green Open Space in Blitar Regency has 

not yet met the required minimum standard. This study aims to analyze the 

implementation of the spatial planning policy regarding the provision of Public 

Green Open Space in Blitar Regency using a descriptive qualitative research 

method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. 

The analysis employed the policy implementation model developed by Van Meter 

and Van Horn (1975), which consists of six indicators. The findings indicate that: 

(1) the policy standards and objectives for the provision of Public Green Open 

Space in Blitar Regency have not yet been achieved; (2) the implementation is 

constrained by limited human resources and budget allocation; (3) there is clear 

and consistent communication among implementing agencies in the implementation 

process; (4) there is a clear division of authority despite the absence of a formally 

documented bureaucratic structure, and the relationship among implementing 

agencies is characterized by strong synergy; (5) economic and social conditions 

pose challenges to policy implementation, although political conditions 

demonstrate support for the provision of Public Green Open Space; and (6) the 

implementing agencies exhibit a high level of understanding, acceptance, and 

commitment in implementing the policy on the provision of Public Green Open 

Space in Blitar Regency. 

Keywords : Policy Implementation, Public Green Open Space Provision, Blitar 

Regency 


